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ABSTRACT

Each hamlet ideally has administrative governance to support an orderly
and sustainable government. Problems arise when lack of population data
integrated with property tax notice data, lack of village regulation, and low
community compliance. This service program aims to design population
data integrated with property tax notice data, compile village regulations,
and legal order campaigns. Activity method using mixed approach between
a descriptive qualitative and a participatory. The results of the activity
include 292 digital property tax notice data integrated population database,
13 sections and 38 chapters draft village regulation containing aspects of
order, security, and activities of residents outside the hamlet, holding of
socialization activities with resulting 5 section agreements, as well as an
installing banner as a socialization media. The impact from this activity is
that the database is already integrated and digitized and conducive to the
environment. This program becomes a model for the formation of an
integrated hamlet information system as well as the strengthening of citizen
agreement-based institutions that can be replicated in each hamlet.

ABSTRAK

Setiap dusun idealnya memiliki tata kelola administrasi guna mendukung
pemerintahan yang tertib dan berkelanjutan. Permasalahan timbul ketika
tidak adanya basis data KK terintegrasi SPPT, belum adanya peraturan
dusun, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Program pengabdian ini
bertujuan untuk merancang data penduduk terintegrasi data SPPT,
menyusun peraturan dusun, dan kampanye tertib hukum. Metode kegiatan
menggunakan pendekatan campuran deskriptif kualitatif dan partisipatif.
Hasil kegiatan mencakup database KK terintegrasi SPPT digital sebanyak
292 KK, rancangan peraturan dusun berisi aspek ketertiban, keamanan,
dan aktivitas warga luar dusun sebanyak 13 bab dan 38 pasal,
terselenggaranya kegiatan musyawarah peraturan dusun sebanyak 3 kali
yang dihadiri sebanyak 20 penduduk dengan pengesahan 5 bab, serta
terpasangnya banner himbauan sebagai media sosialisasi. Dampak dari
kegiatan ini adalah terintegrasinya data KK SPPT PBB dan suasana tertib,
aman, dan nyaman antarmasyarakat. Program ini menjadi model
terbentuknya sistem informasi dusun terintegrasi sekaligus penguatan
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Penguatan tata kelola dusun berbasis ...

kelembagaan berbasis kesepakatan warga yang dapat direplikasi di setiap
dusun.
Cara mensitasi artikel:
Pratiwi, S. S., Nikmah, N., Lestari, O. I., Rangkuti, M. Y., Huda, M. N. A., & Purnomo, A. (2026). Penguatan tata kelola
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PENDAHULUAN

Sebuah dusun yang ideal memiliki tiga elemen penting yaitu data
penduduk yang akurat dan terbaru (Agustina & Hariyoko, 2024), peraturan lokal
yang mengikat secara sosial (Nurhadiyanti, 2022), serta adanya kesepakatan
kolektif warga yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan
bermasyarakat (Firmando, 2022). Data demografis yang akurat dan mutakhir
menjadi dasar perumusan program pembangunan yang tepat sasaran,
mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga distribusi bantuan social
(Ariansyah et al., 2025). Informasi yang valid mengenai jumlah penduduk, usia,
status pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi landasan
utama dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan riil
warga. Data yang valid dan terpercaya merupakan kebutuhan fundamental
untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang responsif
terhadap kondisi nyata masyarakat. Pengelolaan administrasi di tingkat dusun
yang baik menjadi aspek fundamental dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat secara efektif.
Selain itu, dengan aturan yang jelas, ketertiban dan keamanan lingkungan
dapat dijaga secara konsisten, terutama ketika terjadi dinamika sosial seperti
kedatangan masyarakat dari luar wilayah dusun. Peraturan dusun memiliki
peran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat desa,
memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban masyarakat
dusun di berbagai sektor, seperti pelestarian lingkungan, ketertiban
masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.
Pada hakikatnya, peraturan dusun merupakan hasil keputusan bersama warga
yang dijadikan acuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rade et
al., 2025).

Pada kenyataannya, praktik pendataan di tingkat dusun belum terstruktur
sehingga dapat menimbulkan ketidakefisienan, tumpang tindih data, serta
ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (Pegianti et al., 2025).
Hal ini dapat berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan,
kurang optimalnya alokasi sumber daya, dan berpotensi menimbulkan
ketimpangan dalam pelayanan publik di tingkat akar rumput. Di sisi lain,
pembuatan peraturan sebelumnya menunjukkan rendahnya partisipasi dan
dominansi dari pemerintah lokal. Hal ini dikarenakan rendahnya literasi legal
masyarakat dan rendahnya dialog antarpihak (Irwansyah, 2025). Hal ini
diperkuat bahwa rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan keberagaman
pekerjaan masyarakat akan menyita waktu pada proses penyusunan peraturan
dusun (Finit et al., 2024). Meskipun begitu, pelibatan masyarakat dengan latar
belakang pekerjaan yang beragam dapat membuat partisipasi dalam

Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 229

Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International License



Pratiwi et al. (2026)

pembuatan peraturan lebih efektif, karena membuka peluang kontribusi berupa
informasi, saran, maupun pertimbangan (Harefa et al., 2023).

Proses digitalisasi data penduduk dan pendampingan penyusunan
peraturan sudah banyak dilakukan. Proses digitalisasi data warga sudah
dilakukan di tingkat dinas (Irwandi et al., 2021). Pelayanan data kependudukan
telah melalui aplikasi smartphone (Huntua et al., 2024). Pelayanan penerbitan
identitas kependudukan belum efektif dan efisien (Hanjani & Bedasari, 2025).
Meski begitu, masyarakat belum siap dengan penggunaan identitas digital
(Marfu'ah et al., 2024). Kurang siapnya masyarakat pada penggunaan identitas
digital tidak terlepas dengan kesiapan infrastruktur yang belum mengimbangi
kebijakan pemerintah (Alfarizi, 2023). Pendampingan penyusunan peraturan
sudah dilakukan hingga tingkat desa. Pendampingan ini meminimalisir
pertentangan antara peraturan desa dengan perundang-undangan (Rochim,
2021). Peraturan desa disusun atas inisiatif Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dengan menampung masukan-masukan dari lembaga terkait di desa
(Salahuddin et al., 2023). Kegiatan sosialisasi telah berhasil meningkatkan
pemahaman legal dan partisipasi dalam pembentukan peraturan desa (\Wessy
et al., 2025). Melihat pentingnya partisipasi, salah satu langkah strategis yang
dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan dalam pengelolaan
administrasi kepada aparatur dusun (Fanzikri, 2022).

Kalurahan Trirenggo yang memiliki luas wilayah hingga 6.100,00 ha
merupakan salah satu kalurahan di wilayah Kapanewon Bantul, Kabupaten
Bantul. Peta kalurahan Trirenggo ditunjukkan oleh Gambar 1. Secara
administratif, wilayah Kalurahan Trirenggo berbatasan dengan Kalurahan
Pendowoharjo di sebelah utara, Kalurahan Sumbermulyo di sebelah selatan,
Kalurahan Bantul di sebelah barat dan Kalurahan Sabdodadi di sebelah timur.
Terdapat 17 pedukuhan, meliputi Pedukuhan Gempolan, Klembon, Sragan,
Priyan, Pasutan, Bogoran, Pepe, Nogosari, Gandekan, Manding, Gedongan,
Kweden, Karangmojo, Sumber Batikan, Bakulan, Cepoko, dan Bantul Timur.
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Gambar 1. Peta lokasi Kalurahan Trirenggo

Salah satu dusun di Kalurahan Trirenggo adalah Dusun Priyan yang
terdiri dari 7 RT dengan jumlah penduduk 938 jiwa. Kondisi ini menunjukkan
bahwa dusun Priyan memiliki cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang
cukup besar. Secara spesifik, Dusun Priyan memiliki potensi besar dalam
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pembangunan berbasis masyarakat, mengingat keberadaan warga yang aktif
secara sosial serta struktur kepemimpinan lokal yang terbuka terhadap inovasi
dan perubahan. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya
dimaksimalkan karena belum tersedianya basis data kependudukan yang
terstruktur dan regulasi lokal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi
pemerintahan di tingkat dusun. Selain hal tersebut, pergantian kepemimpinan
di dusun membutuhkan pembaruan data kependudukan, pajak, dan
penyusunan regulasi tertulis yang menjadi landasan tata kelola administratif.

Melihat latar belakang tersebut, penyusunan data kependudukan digital
tidak bisa dielakkan. Hal ini juga tidak terlepas dari data yang dapat menjadi
sumber data pemerintah dalam menentukan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian
dan kegiatan sebelumnya baru sebatas pendataan secara manual di tingkat
dusun. Pendataan secara elektronik masih bersifat beragam dan masih di
tingkat desa. Oleh karena itu, pendataan penduduk secara digital yang
terintegrasi dengan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) menjadi hal
yang penting untuk segera disusun. Selain hal tersebut, penyusunan peraturan
masih juga terhenti di tingkat kelurahan, padahal banyak terjadi dinamika
masyarakat di tingkat dusun sehingga perlu dilakukan penyusunan peraturan
dusun yang tetap mengusung partisipasi warga sebagai komponen utama.
Penelitian sebelumnya belum memodelkan secara sistematis bagaimana
proses pendataan penduduk, penyusunan peraturan dusun, hingga kampanye
tertib warga secara sistematis.

Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk digitalisasi pendataan KK
(Kartu Keluarga) terintegrasi dengan data SPPT, penyusunan peraturan dusun
berbasis partisipatif, sosialisasi dan kampanye masyarakat tertib di Dusun
Priyan. Seluruh kegiatan di program ini menjadi bentuk konkret intervensi
berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya mengatur aspek
ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan, dan partisipasi sosial, tetapi juga
merepresentasikan kesepakatan sosial yang sah secara normatif di tingkat
dusun. Kegiatan ini menjadi tonggak awal terbentuknya model tata kelola dusun
yang lebih terstruktur, partisipatif, berkelanjutan, serta menjadi praktik baik yang
dapat direplikasi oleh wilayah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Pelaksanaan kegiatan ini menggabungkan dua pendekatan vyaitu
pendekatan kuantitatif deskriptif dan pendekatan partisipatif. Pendekatan
kualitatif deskriptif dikhususkan pada kegiatan digitalisasi database KK
terintegrasi data as SPPT, sedangkan pendekatan partisipatif dikhususkan
pada kegiatan penyusunan peraturan dusun dan kampanye masyarakat tertib.
Subjek kegiatan digitalisasi database adalah tim pelaksana dan ketua RT,
sedang objeknya adalah masyarakat di RT 1-7 yang berjumlah 293 KK. Subjek
kegiatan penyusunan peraturan dusun adalah tim penyelenggara dan
perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 10 orang, sedang objek kegiatan ini
adalah masyarakat umum RT 1-7 berjumlah 293 KK. Subjek kegiatan
sosialisasi dan kampanye masyarakat tertib adalah tim pelaksana dan kepala
dusun sedang objeknya adalah masyarakat RT berjumlah 938 jiwa. Pihak yang
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terlibat dari kegiatan digitalisasi database adalah seluruh ketua RT 01-07. Pihak
lain yang terlibat dari kegiatan penyusunan peraturan dusun adalah kepala
dusun, ketua RT, BAMUSKAL, takmir, koordinator POSYANDU, ketua pemuda,
dan perwakilan pemuda. Keseluruhan kegiatan ini dilakukan selama satu bulan
dimulai dari 7 Juli 2025 hingga 5 Agustus 2025 bertempat di Dusun Priyan
Trirenggo Bantul DIY.

Pengumpulan data kegiatan digitalisasi database KK dan SPPT PBB
dengan metode pendataan lapangan (sensus dan wawancara langsung),
metode pendataan administratif (migrasi data manual ke digital dan sinkronisasi
NIK dengan dokumen), dan metode pendataan partisipatif (pemutakhiran
mandiri). Pengumpulan data kegiatan penyusunan peraturan dusun
menggunakan metode musyawarah, wawancara, observasi, studi dokumen,
dan pemetaan. Pengumpulan data kegiatan kampanye masyarakat tertib
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh
proses pelaksanaan program didokumentasikan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan survei, hingga penyusunan luaran. Dokumentasi dilakukan
melalui foto kegiatan, catatan lapangan, dan notulensi hasil diskusi.

Teknik analisis data yang pertama adalah analisis data model miles dan
huberman yang berisi reduksi data catatan musyawarah, wawancara, dan
observasi. Penyajian data ini disajikan menjadi narasi dan hasil pemetaan.
Teknik analisis data yang kedua adalah analisis data komparatif antara data
yang sudah didigitalisasi dengan data yang belum terdigitalisasi. Teknik analisis
data yang ketiga adalah analisis partisipatif keaktifan warga dalam proses
pelaksanaan kegiatan. Teknik analisis data yang keempat adalah analisis
deskriptif kualitatif hasil komentar warga terhadap kegiatan kampanye tertib
hukum.

Indikator keberhasilan dari digitalisasi database KK terintegrasi database
SPPT adalah jumlah dan persentase data terhimpun serta tingkat partisipasi
warga. Indikator keberhasilan dari kegiatan penyusunan peraturan dusun
adalah jumlah poin peraturan tersusun dan tingkat partisipasi warga. Indikator
keberhasilan kegiatan kampanye masyarakat tertib adalah jumlah media dan
tingkat kesadaran warga.Tahapan pelaksanaan kegiatan disusun secara
sistematis dan integratif dari pendataan, penyusunan peraturan, dan kampanye
masyarakat tertib seperti pada Gambar 2.

Pelaksanaan Tahap 1 Evaluasi dan Monitoring

P d
publikasi Artikel

Time Line : Minggu ke - 4
« Identifikasi topik dan
pengumpulan data
* Penulisan & publikasi artikel
(sedang proses)

Gambar 2. Timeline pelaksanaan kegiatan
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Gambar 2 menunjukkan minggu pertama adalah proses perencanaan.
Tahapan ini diisi dengan diskusi partisipatif yang dilaksanakan secara tatap
muka bersama dukuh dan masyarakat setempat. Diskusi ini digunakan untuk
menyusun rencana pendataan, perumusan peraturan dusun, termasuk
membahas urgensi masyarakat tertib. Minggu kedua adalah pengumpulan
dasar dan survei lapangan secara door-to-door. Pada dasarnya survei ini
dilakukan selama tiga minggu berturut-turut, dimulai dari minggu kedua hingga
minggu keempat. Survei ini menghimpun data terkait database SPPT PBB dan
database KK dari setiap rumah tangga. Data yang dikumpulkan meliputi: nama
kepala keluarga, nomor RT (rukun tetangga), jumlah dokumen SPPT yang
dimiliki, nama wajib pajak yang tercantum, dan delapan digit terakhir Nomor
Objek Pajak (NOP) untuk database SPPT PBB, sedangkan untuk database KK
meliputi informasi pokok dalam satu keluarga, antara lain nomor KK, nama
kepala keluarga, kalurahan, dusun, RT, serta data anggota keluarga.

Minggu ketiga adalah tahapan penyusunan dan validasi rancangan
Peraturan Dusun Priyan. Proses ini diisi diskusi kelompok terfokus bersama
warga dan dukuh. Draf yang disusun dengan mempertimbangkan hasil temuan
lapangan, dinamika sosial yang ada, dan kesepakatan kolektif warga dalam
musyawarah. Validasi dilakukan dengan membacakan pasal demi pasal draf
peraturan dalam musyawarah terbuka untuk mendapatkan koreksi dan
persetujuan masyarakat. Proses ini menunjukkan prinsip partisipatif dan
transparan dalam penyusunan regulasi lokal. Minggu keempat adalah tahapan
kampanye masyarakat tertib dengan cara sosialisasi legal peraturan dusun dan
publikasi banner masyarakat tertib sebagai perwujudan kesadaran hukum
bersama. Sebagai bahan sosialisasi dan himbauan, digunakan juga metode
visualisasi informasi dalam bentuk banner himbauan berisi isi pokok peraturan
dusun yang telah disepakati. Banner ini dipasang di lokasi strategis sebagai
sarana edukasi warga dan bentuk konkret dari hasil kegiatan. Penyusunan
banner dilakukan dengan prinsip komunikasi visual yang sederhana namun
efektif untuk dipahami masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan diawali dengan koordinasi bersama
Dukuh Priyan untuk menentukan wilayah pendataan serta menyiapkan
instrumen survei sederhana. Pelaksanaan pendataan dilakukan keseluruhan
kepada RT 1-7 dengan alasan kelengkapan data. Penyusunan instrumen dibuat
dalam kolom-kolom secara sistematis dan terstruktur. Instrumen survei
berbentuk formulir rekap data ditunjukkan oleh Gambar 3 dan 4.
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DATABASE INDUK KEPENDUDUKAN PEDUKUHAN PRIYAN
KELURAHAN TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL

NOMOR  JENIS STATUS ~ TEMPAT TANGGAL UMUR AGAMA PENDIDIKAN PEKERIAAN
KK KELAMIN PERKAWINAN LAHIR  LAHIR TERAKHIR

Gambar 3. Formulir rekap data KK

Gambar 3 menunjukkan instrumen pendataan KK meliputi data kepala
keluarga, nomor KK, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, status
perkawinan, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan,
serta data anggota keluarga yang meliputi NIK, nama lengkap, hubungan
dengan kepala keluarga, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama,
pendidikan terakhir, pekerjaan, dan status perkawinan. Penyusunan data
secara terstruktur dan sistematis bertujuan untuk memudahkan proses
pencarian, pengelompokan, serta analisis kondisi demografis warga.
Digitalisasi database KK memudahkan proses pendataan, validasi, serta
monitoring distribusi dan kepemilikan SPPT di setiap RT.

C D E F G

Nama PT MN“—T Nor
| 7| Lettitya 1/Drs. Mujani 012-0370.0
7 T Anooi Anrilia 11Nama Wiharin 012.001 0 v
o AR NG o oE g 00 < ¢ c— ,
s BEE-—i

Gambar 4. Formulir rekap data SPPT PBB

Gambar 4 menunjukkan instrumen pendataan SPPT PBB yang memuat
nama, nomor RT, jumlah SPPT, serta kolom NOP dan hama wajib pajak sesuai
SPPT. NOP adalah nomor objek pajak yang memiliki kode unik 18 digit yang
mengidentifikasi secara spesifik letak objek pajak, sedangkan SPPT
menunjukkan identitas pemilik atau wajib pajak yang terdaftar pada sistem
perpajakan. Kedua jenis data ini sangat penting untuk menjamin ketepatan
administrasi pajak, mencegah tumpang tindih kepemilikan, serta mendukung
proses pembaruan basis data perpajakan daerah.

Proses input data dimulai dari koordinasi pengumpulan dokumen Kartu
Keluarga milik warga, melalui kader tiap RT. Selanjutnya, data dari setiap KK
diinput ke dalam spreadsheet. Database ini digunakan untuk mengakses
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informasi kependudukan secara cepat dalam berbagai kegiatan, misalnya
untuk mengelompokkan umur dalam keperluan posyandu. Secara umum,
penginputan data KK ke dalam spreadsheet merupakan bentuk transformasi
sistem informasi dusun yang terintegrasi dan mendukung digitalisasi pelayanan
publik secara berkelanjutan. Proses ini menghasilkan basis data kependudukan
yang akurat. Dokumentasi kunjungan ke rumah warga dan pendataan
ditunjukkan oleh Gambar 5. Digitalisasi rekap data ini menjadi langkah awal
dalam membangun sistem administrasi perpajakan dusun yang lebih tertib,
transparan, dan berbasis data.

Gambar 5. Survei door to door pendataan KK terintegrasi SPPT PBB

Hasil kuantitatif pendataan kak dan SPPT ditunjukkan oleh gambar 6.
Secara keseluruhan terlihat bahwa data KK terintegrasi SPPT setiap RT telah
terdigitalisasi 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan program.

@ Data jumlah KK di lapangan
Data jumlah KK terdigitalisasi

Persentase keberhasilan
100

80

60

40
2 I [
: i

RT1 RT2 RT3 RT4 RT5 RI6 RT7
Gambar 6. Grafik perbandingan data di lapangan dengan data terdigitalisasi KK SPPT PBB

=]

Temuan dari proses digitalisasi database KK dan SPPT PBB ini adalah
distribusi SPPT yang tidak merata dan data keluarga yang belum diperbarui.
Pertama, terdapat ketimpangan dalam distribusi dan kepemilikan SPPT PBB,
di mana beberapa kepala keluarga tidak menerima dokumen tersebut secara
rutin, atau bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Hal ini berdampak pada
ketidaktertiban pembayaran pajak dan berpotensi menimbulkan masalah
hukum serta administrasi di kemudian hari. Kedua, data KK menunjukkan masih

Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS) ~ 235

Is licensed under a
Creative Commons Attributi Share Artike 4.0 i License




Pratiwi et al. (2026)

banyak informasi yang belum diperbarui, seperti perubahan status pernikahan,
perpindahan anggota keluarga, atau kelahiran anak yang belum dicantumkan.
Kondisi ini menyebabkan data demografis yang ada di tingkat dusun menjadi
kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil. Temuan tersebut menjadi
landasan bagi pemerintah dusun dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat
sasaran untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan pembangunan
infrastruktur. Dengan adanya data yang telah dihimpun secara terstruktur dan
terkini, pemerintah dusun memiliki pijakan kuat untuk menyusun kebijakan
berbasis bukti (Azhari & Nasution, 2025). Misalnya, kebijakan pendataan ulang
secara digital setiap tahun dapat dirancang untuk memastikan keakuratan
database penduduk. Pemerintah dusun juga dapat menjadwalkan ulang
mekanisme distribusi SPPT PBB secara kolektif melalui RT atau posko layanan,
sehingga semua warga dapat mengakses dokumen secara merata dan tepat
waktu.

Di banyak wilayah, data kependudukan masih dikelola secara manual
atau tersebar dalam berbagai dokumen fisik, yang menyulitkan proses
pelacakan, validasi, dan pemanfaatan data untuk kebutuhan administratif,
program bantuan, serta kebijakan pelayanan publik (Bulu et al., 2023). Oleh
karena itu, proses digitalisasi data keluarga melalui spreadsheet terbukti
menjadi solusi praktis dan terjangkau yang dapat diterapkan. Mendukung
temuan tersebut, yang menjadi sorotan penting bagi evaluasi administrasi dan
sosial masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya pajak dan peranannya dalam mendukung pembangunan daerah
juga menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan (Hapsari et al., 2025).

Penelitian sebelumnya bahwa proses pendataan penduduk dengan
pembangunan sistem kompleks baru bisa diterapkan di tingkat desa dan
dijalankan oleh aparat desa (Soraya & Witi, 2021). Berbeda dengan hal
tersebut, proses pengabdian ini cukup terjangkau dan mudah
diimplementasikan  karena  berwujud spreadsheet. Penelitian lain
mengindikasikan bahwa tabulasi data sebaiknya dapat diakses online (Londa
et al., 2022) dan kegiatan ini menunjukkan fleksibilitasnya karena dapat diakses
di segala arah. Pendataan penduduk perlu diintegrasikan dengan dengan data
lain (Lende et al., 2025) dan kegiatan digitalisasi pendataan KK ini telah terbukti
dapat diintegrasikan dengan data SPPT PBB.

Lebih lanjut, hasil pendataan KK-SPPT PBB dapat digunakan untuk
menyusun prioritas program bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga
penyesuaian regulasi dusun, seperti Peraturan Dusun tentang kependudukan
atau kepemilikan lahan. Pendataan ini menjadi pondasi penting bagi penguatan
tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan berbasis
kebutuhan nyata masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan dusun di Dusun Priyan
didasarkan pada prinsip dan ketentuan dalam sistem peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan
tersebut adalah Peraturan Desa (Perdes) (Lafindra et al., 2019). Proses
penyusunan peraturan dusun ditunjukkan oleh Gambar 7.
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Gambar 7. Proses penyusunan peraturan dusun

Tahap pertama penyusunan peraturan dusun dimulai dengan identifikasi
masalah atau kebutuhan dusun sebagai dasar penyusunan aturan. Tahap
identifikasi permasalahan atau kebutuhan di tingkat dusun yang diperoleh
melalui observasi lapangan dan diskusi informal dengan warga. Setelah itu,
Kepala Dusun menyampaikan data dan informasi faktual yang relevan sebagai
dasar penyusunan peraturan. Selanjutnya, dilakukan penyusunan data dan
informasi dari kepala dusun untuk memastikan bahwa rancangan yang dibuat
relevan dengan kondisi riil masyarakat. Setelah itu, peraturan dusun yang
disusun disampaikan kepada warga dalam bentuk poin-poin isi peraturan.
Proses berlanjut dengan musyawarah lanjutan untuk membahas, merevisi, dan
menyempurnakan isi rancangan, hingga akhirnya dihasilkan dokumen yang
dapat disahkan dan ditandatangani sebagai pedoman resmi di tingkat dusun.

Tabel 1. Batang tubuh peraturan dusun Priyan

No Pasal Isi Jumlah pasal
1 | Ketentuan umum 1
2. Il Tujuan dan asas 2
3. 11 Ruang lingkup 1
4. \% Hak dan kewajiban masyarakat 2
5. \% Ketertiban umum dan keamanan lingkungan 10
6. \! Pencegahan dan penyimpangan sosial 4
7. Wl Tertib asusila 2
8. VIl Tertib berkendara 2
9. IX Kebersihan dan kesehatan masyarakat 4
10. X Pelestarian dan kepedulian lingkungan 3
11. Xl Kepemudaan dan pendidikan 4
12. Xl Sanksi dan mekanisme 3
13 Xl Penutup 1

Hasil awal perumusan peraturan dusun mencakup susunan sistematika
peraturan yang menyerupai struktur peraturan perundang-undangan, terdiri dari
konsideran, batang tubuh, dan pasal-pasal yang dilengkapi dengan mekanisme
pengawasan serta sanksi sosial. Secara detail, batang tubuh peraturan dusun
ini ditunjukkan oleh Tabel 1. Hasil perancangan awal terdiri dari 13 bab dan 38
pasal. Keunggulan dari produk ini adalah mengakomodasi kebutuhan aktual
masyarakat, disusun secara partisipatif melalui musyawarah warga, dan
menjadi pedoman tertulis yang sah secara sosial di lingkungan dusun.
Sementara itu, kelemahannya adalah ruang lingkup peraturan belum mencakup
keseluruhan pasal yang telah dirancang, legalitas formal masih bersifat sosial
(belum dilegalkan secara hukum melalui kalurahan), dan perlu proses lanjutan
berupa sosialisasi dan pengawasan implementasi. Keseluruhan 38 pasal berisi
pengaturan mengenai ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan, dan
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partisipasi sosial warga. Layout perancangan peraturan dusun ditunjukkan oleh
Gambar 8.

Gambar 8. Rancangan dokumen peraturan dusun

Peraturan dusun ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan dukuh,
warga, tokoh masyarakat, pemuda dan aparat setempat (Ketua RT dan pihak
desa), sebagai upaya memperkuat tata kelola berbasis musyawarah dan
hukum, serta menjadi pijakan administratif untuk mendukung ketertiban dan
ketentuan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Kegiatan musyawarah dilakukan
3 kali dan dihadiri 30 perwakilan masyarakat. Hasil dari musyawarah ini menjadi
dasar dalam proses revisi dan penyempurnaan naskah rancangan peraturan
dusun. Setelah dilakukan penyempurnaan, rancangan peraturan kemudian
disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun sebagai bentuk legalisasi
aturan yang telah disepakati bersama. Kegiatan musyawarah penyusunan
peraturan dusun ditunjukkan oleh Gambar 9.

Temuan dari proses musyawarah disepakati bahwa pembahasan
keseluruhan 38 pasal membutuhkan partisipasi lebih luas dari masyarakat agar
peraturan benar-benar mewakili kepentingan kolektif warga. Sebagai jalan
tengah, disepakati untuk menyusun dan mengesahkan terlebih dahulu bagian-
bagian peraturan yang dianggap paling mendesak dan dibutuhkan oleh
masyarakat saat ini sebanyak 5 bab, yaitu ketentuan mengenai aktivitas
masyarakat luar Dusun Priyan di wilayah dusun, yang meliputi jam berkunjung
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tamu dari luar dusun, ketertiban jalan dan lalu lintas lingkungan, dan sanksi
serta mekanisme penanganan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut.

Meskipun peraturan dusun belum diakui secara eksplisit dalam hierarki
peraturan perundang-undangan, keberadaannya menjadi cerminan partisipasi
masyarakat dalam merumuskan norma sosial dan tata tertib lokal. Salah satu
kekuatan dari proses ini adalah keterlibatan langsung warga dalam
merumuskan isi peraturan, yang mendorong rasa memiliki dan kepatuhan
terhadap norma yang ditetapkan. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain
adalah keterbatasan pemahaman hukum warga, belum adanya sistem
legalisasi formal terhadap peraturan dusun, dan perlunya pendampingan
berkelanjutan agar hasil penyusunan tidak berhenti pada draf semata. Oleh
karena itu, proses ini menjadi model awal bagi penguatan tata kelola lokal
berbasis hukum adat dan partisipasi warga, yang jika didukung secara
kelembagaan oleh Pemerintah Kalurahan maupun Kapanewon, dapat menjadi
cikal bakal formalitas regulasi berbasis komunitas.

Pemerintah  perlu melakukan intervensi dalam memstimulasi
pembentukan peraturan lokal yang menjunjung tinggi kearifan tidak hanya
bergantung pada peraturan pusat (Tias et al., 2026). Dalam tata kelola dusun
diperlukan standar yang disepakati, sistem kontrol internal yang baik, dan
pengecekan berkala. Hal ini bahkan akan mengawal sistem keuangan dari
korupsi (Putri et al., 2024). Selain hal tersebut, sistem peraturan yang berakar
dari adat dan kearifan lokal cenderung dapat menjaga dan melestarikan
lingkungan (Trialfhianty et al., 2025).

Kegiatan kampanye masyarakat tertib tidak terlepas dari perwujudan
pelaksanaan peraturan dusun agar lingkungan aman. Kegiatan ini
menghasilkan luaran pendukung berupa banner imbauan yang memuat poin-
poin penting dari peraturan tersebut. Banner ini dirancang sebagai media
sosialisasi visual untuk memperkenalkan isi peraturan kepada masyarakat luas
secara sederhana dan mudah dipahami. Penempatan banner dilakukan di titik
strategis di wilayah Dusun Priyan, sehingga dapat berfungsi sebagai pengingat
kolektif dan alat kontrol sosial berbasis informasi. Adapun desain dan isi banner
sebagaimana terlampir ditunjukkan oleh Gambar 10.

IMBAUAN!

KTHITAS

DI DUSUN PRIYAN

Dilarang (," 3 akan ditangani
knalpot bising (brong) di secara musyawarah dan
Mumwllamdulxlm 4" bertohap, mulai dari
tegur e
oksos sosial, hingga rujukan
e P s
dipertukan.

Gambar 10. Banner himbauan masyarakat
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Secara umum, kegiatan ini mencapai tingkat ketercapaian target yang
sangat baik, karena telah berhasil menghasilkan database penduduk dan
menyepakati bagian penting dari peraturan dusun yang bersifat mendesak,
serta membuka ruang untuk pengembangan dan pengesahan lanjutan melalui
musyawarah warga yang lebih luas di masa mendatang. Selain hal tersebut,
implementasi dari digitalisasi dan penyusunan peraturan ini telah menjadi bekal
bahwa Dusun Priyan siap menjadi desa pintar (Mayasiana et al., 2024) karena
didukung oleh faktor teknologi dan sistem informasi (Susilowati et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi data KK
terintegrasi SPPT berhasil dilakukan 100% di keseluruhan dusun Priyan. Dari
proses kegiatan pendataan terlihat bahwa masyarakat telah berpartisipasi aktif
baik memberikan data ketika diminta dan memberikan data secara sukarela
kepada kader. Hasil pendataan telah berhasil menyelaraskan informasi terkini
dalam dokumen kependudukan serta distribusi dokumen SPPT yang
berdampak pada peningkatan kesadaran pajak. Kegiatan penyusunan
peraturan dusun berhasil merancang 13 bab dan 38 pasal di tahap awal.
Kegiatan musyawarah berlangsung sangat aktif dan mengesahkan 5 bab terkait
jam kunjung tamu, peraturan menginap, lalu lintas, dan sanksi. Kegiatan
kampanye masyarakat tertib berhasil memasang banner sosialisasi peraturan
dusun dengan kesan masyarakat menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman.
Kegiatan penyusunan peraturan dusun menjadi solusi jangka panjang dalam
membangun sistem informasi dusun yang lebih efisien, akurat, dan
berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian seperti ini juga direkomendasikan untuk diperluas
ke dusun-dusun lain yang mengalami permasalahan serupa dalam aspek data
dan regulasi lokal. Sebagai saran, kegiatan serupa dimasa mendatang perlu
dilengkapi dengan pendampingan legal formal dari pihak pemerintah kalurahan
untuk mendukung legalisasi peraturan dusun secara administratif.
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